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MOTTO 

“Mustahil Allah sudah membawamu sejauh ini hanya untuk gagal, tetaplah 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem keuangan daerah, 

pengendalian internal, dan transparansi anggaran dalam meningkatkan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kelurahan Madyopuro Kecamatan 

Kedungkandang Kota Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 

lurah, sekretaris lurah, dan bendahara yang memiliki peran langsung dalam 

pengelolaan keuangan desa. Analisis data menggunakan model Miles dan 

Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem keuangan daerah yang diterapkan 

melalui aplikasi SISKEUKEL mampu meningkatkan efisiensi dan keakuratan 

pencatatan serta pelaporan keuangan desa. Pengendalian internal berperan dalam 

memastikan kepatuhan terhadap peraturan, meminimalkan kesalahan administrasi, 

serta meningkatkan keandalan laporan keuangan. Transparansi anggaran 

memberikan akses informasi kepada masyarakat terkait perencanaan, pelaksanaan, 

dan pertanggungjawaban keuangan desa sehingga meningkatkan kepercayaan 

publik terhadap pemerintah desa.  

Secara simultan, sistem keuangan daerah, pengendalian internal, dan transparansi 

anggaran memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan desa. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa 

kendala seperti adanya rangkap jabatan dan keterbatasan literasi keuangan 

masyarakat yang berpotensi mempengaruhi penerapan prinsip good governance 

secara optimal.  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah desa 

dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang transparan, efektif, dan 

akuntabel serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang akuntansi 

sektor publik. 

Kata kunci : Sistem Keuangan Daerah, Pengendalian Internal, transparansi 

anggaran, akuntabilitas, keuangan desa.
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ABSTRACT 

This study aims to analyze the influence of the regional financial system, internal 

control, and budget transparency on improving the accountability of village 

financial management in Madyopuro Village, Kedungkandang District, Malang 

City. The research method used is a qualitative descriptive approach with data 

collection techniques through interviews, observations, and documentation. The 

informants in this study consisted of the village head, village secretary, and 

treasurer who have direct roles in managing village finances. Data analysis was 

carried out using the Miles and Huberman model, which includes data reduction, 

data presentation, and conclusion drawing. 

The results show that the regional financial system implemented through the 

SISKEUKEL application is able to improve efficiency and accuracy in recording 

and reporting village financial data. Internal control plays a role in ensuring 

compliance with regulations, minimizing administrative errors, and improving the 

reliability of financial reports. Budget transparency provides public access to 

information related to the planning, implementation, and accountability of village 

finances, thereby increasing public trust in village government. 

Simultaneously, the regional financial system, internal control, and budget 

transparency have a positive effect on improving the accountability of village 

financial management. However, several obstacles were found, such as 

overlapping job roles and limited financial literacy among the community, which 

may affect the optimal implementation of good governance principles. 

This research is expected to contribute to village governments in improving the 

quality of transparent, effective, and accountable financial governance and serve 

as a reference for future research in the field of public sector accounting. 

Keywords: Regional financial system, internal control, budget transparency, 

accountability, village finance.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Akuntabilitas merupakan bentuk tanggungjawab pemerintahan 

terhadap masyarakat atas kinerja pemerintah dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan wewenangnya untuk menggunakan sumber dana 

yang ada ataupun yang telah diterima. Akuntabilitas dapat hidup dan 

berkembang dalam suasana yang transparan dan demokratis serta adanya 

kebebasan berpendapat. Maka dari itu, pemerintah harus betul-betul 

menyadari bahwa pemerintahan dan pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari publik, (Tania, 

2020). 

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas 

kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas 

berupa informasi keuangan. Informasi yang seharusnya disajikan dalam 

pelaporan keuangan pemerintah daerah hendaknya sesuai dengan yang 

dibutuhkan oleh stakeholder, untuk itu aparat pemerintah harus dapat 

mengetahui anggaran pemerintah daerahnya agar tidak terjadi informasi 

asimetris dalam pengelolaan keuangan daerah.Laporan keuangan 

pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan 

mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu 

entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan 

bertujuan sebagai cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu 

pemerintahan telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah diharuskan 

untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. 
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Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur 

pengelolaan keuangan daerah serta pertanggungjawabannya meliputi 

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan 

pelaporan Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Salah satu 

kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada daerah yaitu dalam 

pengelolaan keuangan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah yang merupakan salah satu pedoman dari sistem 

akuntansi pemerintah daerah. Adanya peraturan tersebut tidak serta merta 

terbebas dari kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja yang 

ditemukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya diperiksa dan dinilai berupa 

Opini dari BPK diantaranya, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 

Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan 

Opini Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat, 

(Budiman Slamet & Nadia Dwi Irmadiani, 2022). 

 Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki peran yang sangat 

vital dalam memberikan informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja 

finansial pemerintah daerah untuk memfasilitasi tercapainya transparansi 

dan akuntanbilitas publik. Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas 

keuangan mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaiki system 

pencatatan dan pelaporan. Pemerintah dituntut untuk tidak sekedar 

melakukan vertical repoting, yaitu pelaporan kepada pemerintah atasan 
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(termasuk pemerintah pusat), akan tetapi juga melakukan horizontal 

reporting, yaitu pelaporan kinerja pemerintah daerah kepada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) dan masyarakat luas sebagai bentuk horizontal 

accountability. Salah satu tujuan reformasi pengelolaan keuangan daerah 

mengubah pola pertanggungjawaban kepada para pemiliknya, mengingat 

kepala daerah dipilih oleh rakyat secara langsung (Amrul, 2024). 

 Lapoaran keuangan merupakan wujud dari transparansi dan 

akuntabilitas suatu entitas.  Observasi ini menunjukkan bahwa dalam 

upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pada 

Pemerintah Daerah, mereka telah melalukan berbagai upaya dalam 

memberikan layanan kepada masyarakat seperti: mendengarkan suara atau 

aspirasi masyarakat serta membangun kerjasama pemberdayaan 

masyarakat, memperbaiki aturan internal serta mekanisme pengendalian, 

dan membangun iklim kompetisi dalam memberikan layanan terhadap 

masyarakat serta marketisasi layanan, (F.Albugis, 2016). 

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, 

baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-

prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi 

Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 

(Komarasari, 2017).  

 Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut 

meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan 
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Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang 

terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang 

dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (SAP, 2019). Menurut Standar 

Akuntansi Pemerintahan yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi 

Pemerintahan 2019, tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi 

mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus 

kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang 

bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi 

keputusan mengenai alokasi sumber daya, (Leunupun et al., 2022). 

Sistem pengendalian intern adalah proses yang dirancang untuk 

menyediakan jaminan yang layak mengenai pencapaian dari sasaran 

manajemen dalam kategori berikut : 1) efektivitas dan efisiensi operasi, 2) 

keandalan dari laporan keuangan, 3) ketaatan pada hukum dan peraturan 

yang berlaku. Tujuan dari pengendalian intern akan tercapai jika kelima 

elemen pengendalian intern telah cukup dan dilaksanakan. Lima elemen 

pengendalian intern yaitu : lingkungan pengendalian, penilaian resiko, 

aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan (PP 

No. 60 tahun 2008), (Fiqri & Sari, 2019). 

Sistem pengendalian intern merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari sistem informasi akuntansi.Tanpa dukungan sistem 

pengendalian intern yang memadai sistem informasi akuntansi tidak akan 

dapat menghasilkan informasi yang handal untuk pengambilan keputusan. 

Sistem pengendalian intern yang diterapkan pada sistem informasi 

akuntansi sangat berguna untuk mencegah dan menjaga hal-hal yang tidak 
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diinginkan. Sistem pengendalian intern juga dapat digunakan untuk 

mengecek kesalahan-kesalahan yang terjadi sehingga dapat dikoreksi 

(Maruta, 2015). 

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode 

dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan 

organisasi, mengecek ketelitian dan dapat dipercaya tidaknya data 

akuntansi mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan. 

Dalam arti sempit, pengawasan intern merupakan pengecekan 

penjumlahan mendatar (crossfooting) maupun penjumlahan menurun 

(footing). Dalam artian luas, pengawasan intern tidak hanya meliputi 

pekerjaan pengecekan tetapi meliputi semua alat-alat yang digunakan 

manajemen untuk mengadakan pengawasan. Pengawasan intern itu 

meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat yang 

dikoordinasikan yang digunakan dalam perusahaan dengan tujuan untuk 

menjaga keamanan harta perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran 

data akuntansi, memajukan efisiensi di dalam operasi, dan membantu 

dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu. 

(Maruta, 2015) 

         Pengendalian intern dalam suatu organisasi perusahaan, lembaga 

organisasi profit maupun nonprofit mutlak menjadi hal yang utama dan 

sangat dibutuhkan karena kegiatan operasional dan kinerja memerlukan 

suatu kebijakan khusus yang mampu mengakomodasi dan memberikan 

batasan serta ketentuan khusus dalam setiap pelaksanaan kegiatannya. 

Pengendalian intern dibutuhkan agar mudah dalam menemukan atau 
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menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada atau permasalahan 

yang mungkin akan timbul dalam proses pencapaian tujuan sehingga 

pencapaian tujuan bisa kita ketahui secara jelas. Dalam meningkatkan 

kinerja pemerintah senantiasa menghadapi masalah yang kompleks, 

permasalahan yang paling umum terjadi ialah korupsi, kesalahan 

administrasi serta pengelolan keuangan yang tidak berjalan dengan baik, 

(Mokoginta, 2021). 

Transparansi setidaknya memiliki tiga aspek kritis yaitu berkaitan 

dengan ketersediaan informasi (availability of information), kejelasan 

peran dan tanggung jawab di antara lembaga yang merupakan bagian dari 

proses-proses yang diperlukan transparansinya, dan sistem dan kapasitas 

dibalik produksi itu serta jaminan informasi yang tersistemik itu . Ketiga 

aspek kritis ini saling memiliki keterkaitan, karena ketersediaan sistem 

informasi saja tidak cukup kalau tidak ada penjelasan tentang peran dan 

tanggung jawab masing-masing lembaga yang terlibat dalam berbagai 

proses yang berlangsung/terjadi, dimana semua itu harus dijamin 

berdasarkan sebuah sistem yang pasti. Memperhatikan penjelasan tersebut 

terlihat bahwa transparansi merupakan sesuatu yang penting untuk 

melahirkan kepercayaaan publik. Transparansi dapat dilakukan pada 

semua unsur atau lembaga termasuk pemerintah desa dalam pengelolaan 

keuangannya. Karena itulah transparansi dalam penelitian ini merupakan 

prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi masyarakat desa untuk 

memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah desa, yakni 

informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta 
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hasil-hasil yang dicapai. Hal ini sangat penting, mengingat pemerintah 

desa mengelola dana publik yang digunakan untuk kepentingan publik 

pula, (Ngakil & Kaukab, 2020). 

Desa Madyopuro, sebagai salah salah satu desa yang berada di 

wilayah Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, menarik untuk 

dijadikan objek penelitian karena posisinya yang strategis dan aksesibilitas 

informasinya. Kajian terhadap desa ini akan memberikan gambaran 

mengenai bagaimana sistem keuangan daerah, pengendalian internal, dan 

transparansi anggaran diterapkan, serta sejauh mana pengaruhnya terhadap 

akuntabilitas keuangan desa.  

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan bukti empiris 

mengenai hubungan antara variabel tersebut terhadap akuntabilitas 

keuangan desa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi pemerintah daerah, aparatur desa, maupun lembaga 

pengawas dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif 

untuk meningkatkan tata kelola keuangan desa yang baik. Penelitian ini 

juga diharapkan menjadi referensi ilmiah dalam pengembangan literatur 

mengenai manajemen keuangan sektor publik, khususnya di lingkungan 

pemerintahan desa. 

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian dengan judul: 

Pengaruh sistem keuangan daaerah,pengendalian internal dan 

transparansi anggaran dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan 

daearh. (Studi Kasus Pada Kelurahan Madyopuro) 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan Masalah dalam penelitian ini untuk mengetahui : 

1. Bagaimana sistem keuangan daerah, pengendalian internal, dan 

transparsnsi anggaran berperan dalam meningkatkan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan daerah ? 

2. Bagaimana sistem keuangan daerah berperan dalam meningkatkan 

akuntabilitas pengelolaan dana daerah? 

3. Bagaimana pengendalian internal berperan dalam meningkatkan 

akuntabilitas pengelolaan dana daerah ? 

4. Bagaimana transparansi berperan dalam meningkatkan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem keuangan daerah, 

pengendalian internal, dan transparsnsi anggaran berperan dalam 

meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ? 

2. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh sistem keuangan daerah 

berperan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

daerah? 

3. Untuk mengetahui bagaimana pengendalian internal berperan 

dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ? 

4. Untuk mengetahui bagaimana transparansi berperan dalam 

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ? 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat yang begitu besar 

bagi orang-orang yang terkait di dalamnya adalah sebagai berikut :  

1.4.1 Manfaat Teoritis  

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan yang 

signifikan pada bidang ilmu akuntansi sektor publik dan teori agensi 

dengan memberikan pemahaman lebih dalam mengenai Pengendalian 

internal yang transparans dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan desa. Hal ini dapat mendukung pengembangan keterampilan 

akuntansi desa, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki sistem 

pengelolaan keuangan desa yang lebih efisien. Penelitian ini dapat 

mengidentifikasi apakah perangkat desa (sebagai agen) sudah bertindak 

sesuai dengan kepentingan Masyarakat desa atau apakah ada potensi 

penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi menimbulkan konflik antara 

agen dan prinsipal. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian 

selanjutnya khususnya penelitian yang berkaitan dengan peran perangkat 

desa dalam akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

1. Bagi Pemerintah Desa  

Hasil penelitian ini memberikan pemahaman tentang bagaimana sistem 

keuangan daerah, pengendalian internal, dan transparansi anggaran dapat 
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meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil 

penelitian ini dapat menjadi dasar untuk meningkatkan tata kelola 

keuangan desa yang lebih baik dan transparan. 

1 Bagi Masyarakat  

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang dicapai 

melalui penerapan sistem keuangan daerah, pengendalian internal yang 

baik, dan transparansi anggaran dapat mendorong terciptanya kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah desa dalam penggunaan anggaran, 

sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mngenai Pengaruh Sistem 

Keuangan Daerah, Pengendalian Internal Dan Transparansi Anggaran 

Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi kasus di 

Kelurahan Madyopuro ) , maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

Sistem Keuangan Daerah di Kelurahan Madyopuro telah diterapkan 

melalui penggunaan aplikasi SISKEUKEL, yang berfungsi untuk mempermudah 

proses pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Penerapan 

sistem ini mampu meningkatkan efisiensi dan keakuratan data keuangan, serta 

meminimalkan kesalahan administrasi. Dengan demikian, sistem keuangan daerah 

memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan daerah. 

Pengendalian Internal yang diterapkan di Kelurahan Madyopuro belum 

berjalan cukup efektif, terutama sekretaris dan bendahara dijabat oleh orang yang 

sama umumnya disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di 

lingkungan organisasi, khususnya di tingkat desa atau kelurahan. Dalam kondisi 

tertentu, jumlah aparatur yang tersedia tidak mencukupi untuk mengisi seluruh 

jabatan struktural secara terpisah, sehingga satu orang diberikan tugas rangkap 

untuk menjaga agar kegiatan administrasi dan keuangan tetap berjalan. namun 

pengendalian yang lain sudah cukup efektif terutama melalui mekanisme 
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pemeriksaan berjenjang, dokumentasi bukti transaksi, serta pengawasan oleh 

perangkat kelurahan dan pihak terkait. Pengendalian internal ini berperan penting 

dalam memastikan seluruh kegiatan keuangan sesuai dengan aturan dan mencegah 

penyimpangan. Dengan adanya pengawasan yang kuat, keandalan laporan 

keuangan meningkat dan akuntabilitas semakin terjaga. 

Transparansi Anggaran di Kelurahan Madyopuro telah diwujudkan melalui 

keterbukaan informasi publik, seperti publikasi laporan kegiatan dan anggaran 

melalui papan informasi, media sosial, serta forum Musrenbang. Keterbukaan ini 

meningkatkan partisipasi masyarakat dan membangun kepercayaan publik 

terhadap pemerintah kelurahan. Semakin tinggi tingkat transparansi, semakin 

besar pula kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola keuangan daerah yang 

akuntabel. 

Penerapan sistem keuangan daerah yang modern, pengendalian internal 

yang kuat, dan transparansi anggaran yang menyeluruh membentuk sinergi yang 

optimal dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ketiga 

aspek tersebut saling melengkapi, menciptakan tata kelola keuangan yang efektif, 

efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 

Hasil penelitin ini menunjukkan bahwa Kelurahan Madyopuro masih 

belum menunjukan  praktik Good Governance yang baik, dikarenakan adanya 

rangkap jabatan yang membuat adanya penyalahgunaan jabatan dan konpirasi dan 

praktik tidak sehat dalam suatu organisasi pemerintahan. Namun sudah cukupo 

baik terutama dalam aspek keterbukaan, partisipasi publik, dan tanggung jawab 
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aparatur terhadap penggunaan dana publik. Hal ini menjadi contoh penerapan tata 

kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan di tingkat kelurahan. 

5.2 Keterbatasan Peneltian 

• Penelitian hanya dilakukan di Kelurahan Madyopuro, Kecamatan 

Kedungkandang, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi ke 

kelurahan lain. 

• Data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi sangat bergantung 

pada keterbukaan informan, sehingga berpotensi menimbulkan bias 

subjektif. 

• Keterbatasan waktu penelitian membuat peneliti belum dapat mendalami 

seluruh aspek teknis penerapan akuntansi berbasis akrual melalui aplikasi 

Siskeudes. 

• Rendahnya literasi keuangan masyarakat menjadi kendala dalam menggali 

pemahaman yang lebih mendalam terkait transparansi laporan keuangan 

desa. 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka 

peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Kelurahan Madyopuro 

Diharapkan dapat terus meningkatkan pemanfaatan Sistem Keuangan 

Kelurahan (SISKEUKEL) agar pengelolaan keuangan semakin transparan, 

efisien, dan akuntabel. Pemerintah kelurahan juga perlu memperkuat 

pengawasan internal dengan melakukan evaluasi rutin terhadap setiap tahap 
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pelaksanaan anggaran serta memberikan pelatihan bagi aparatur kelurahan 

agar lebih memahami prinsip tata kelola keuangan yang baik sesuai regulasi 

terbaru dan juga agar segera mengisi jabatan yang kosong agar tidak adanya 

rangkap jabatan untuk meminimalisir adanya praktik tidak sehat dan 

manipulasi . 

2. Bagi Aparatur Pemerintah Daerah dan Pengawas 

Diharapkan untuk terus melakukan pendampingan dan pembinaan teknis 

kepada aparat kelurahan, khususnya dalam penggunaan aplikasi keuangan dan 

penyusunan laporan pertanggungjawaban. Selain itu, perlu adanya 

peningkatan koordinasi antara kelurahan, kecamatan, dan instansi terkait agar 

sistem pengawasan berjalan lebih optimal dan efektif. 

3. Bagi Masyarakat Kelurahan Madyopuro 

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan anggaran perlu terus ditingkatkan. Masyarakat diharapkan lebih 

aktif dalam forum Musrenbang dan kegiatan publik lainnya agar prinsip 

transparansi dan akuntabilitas dapat benar-benar terwujud. Dengan 

keterlibatan masyarakat yang kuat, kepercayaan terhadap pemerintah akan 

meningkat dan potensi penyimpangan dapat diminimalisir. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk kajian lebih 

lanjut. Disarankan agar penelitian mendatang  melibatkan lebih banyak 

responden dan wilayah penelitian yang lebih luas. Hal ini bertujuan agar hasil 

penelitian dapat digeneralisasikan serta memberikan pemahaman yang lebih 
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komprehensif mengenai pengaruh sistem keuangan, pengendalian internal, 

dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di berbagai 

tingkat pemerintahan daerah. 
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